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Kemenag Tegaskan Tidak Ada
Penjualan Kuota Tambahan Haji

Kemenag membantah adanya penjualan
kuota tambahan dalam penyelenggaraan
ibadah haji 2024, terutama terkait peng-
alihan 10 ribu kuota haji ke haji plus.

JAKARTA - Direktur Jende-
ral Penyelenggaraan Haji dan
Umrah Kementerian Agama
(Kemenag), Hilman Latief me-
negaskan, pihaknya tidak men-
jual kuota tambahan dalam
penyelenggaraan Thadah Haji
2024. Hal tersebut menanggapi
penyelidikan Panitia Khusus
(pansus) angket pelaksanaan
haji 2024 terkait dugaan gratifi-
kasi di balik pengalihan 10 ribu
kuota haji ke haji plus,

“Jadi betul ada situasi-situ-
asi teknis, hasil kajian teknis
yang kemudian kita simulasi-
kan seperti itu, Jadi bukan di-

jual. Karena kemenag juga gak
jualan kuota," ujar Hilman da-
lam Coffee Morning: Sukses
haji 2024 di Hotel Aryaduta, Ja-
karta, Senin (15/7),

Dia menjelaskan kronologi
saat Indonesia mendapatkan
kuota tambahan sebanyak 20
tibu dari Pemerintah Arab Sau-
di sehingga Indonesia menda-
patkan 221000 kuota, namun
setelah  ditambah  menjadi
241.000. Kemenag lalu berdis-
kusi dengan Kementerian Haji
dan Umrah Arab Saudi terkait
penambahan kuota,

Hilman menambahkan, pi-

haknya telah berupaya meng-
komunikaskan  pembagian
kuota dengan pihak DPR, Mes-
ki begitu, dirinya mengakui Pe-
milu 2024 membuat komu-
nikasi Kemenag dengan DPR
menjadi tertunda,

“Sejak Januari ya memang
ada situasi tertentu yang agak
berat karena waktu itu sudah
mau pencoblosan lah. 10 ha-
ri lagt itu tinggal ya pemilu ya
menghadapi pemilu dan lain
sebagainya Jadi waktu komuni-
asi itu juga terus. Bahkan se-
telah pemilu kita terus berko-
munikasi untuk penyesuaian,
terangnya,

Pelanggaran Regulasi
Sebelumnya, Anggota Ba-
dan Legislasi (Baleg) Dewan
Perwakilan Rakyat Republik
Tndonesia (DPR RI), Luluk Nur
Hamidsh mengatakan mana-

jemen kuota haji menjadi per-
soalan dari carut marutnya
ibadah haji kali ini. Menurut-
nya, ada pelanggaran UU yang
dilanggar dari pengalihan kuo-
ta haji tersebut.

“Yang akan kita lihat kuota
haji dengan adanya pengalih-
an 10 ribu ke haji plus itu atau
ke haji khusus itu sudah benar
atau tidak, kalau menurut kami
kan tidak benar. UU nya kemu-
dian kesepakatan panja kemu-
dian juga Perpres yang terkait
dengan pembiayaan haji itu ti-
dak kesesuaian dengan kepu-
tusannya Menag," terangnya,

Dia menyebut, masalah ini
menjadi salah satu hal yang a-
kan diselidiki oleh pansus ang-
kethaji 2024. Nantinya, sejum-
lah pihak terkait akan ditanya
mengenai alasan pengalihan
10 ribu kuota haji ke haji plus.

“Ini yang kemudian harus

diselidiki, selain itu ada apa di
balik pengalihan kuota 10 d-
bu ini, Apakah ini hanya se-
mata-mata membagi beban aja
dari reguler ke haji khusus atau
sebenarnya ada kritik-kritik ka-
rena memang yang kita dengar
dan dapat informasi itu kan
ada indikasi gratifikasi lah atau
indikasi tindakan korupsi, Tni
kan laporan dari pihak-pihak
yang terkait, katanya.

Luluk mengungkapkan, ada
dugaan gratifikasi atau tindak
pidana korupsi di balik peng-
alihan kuota haji tersebut. Na-
mun, dugaan it masih harus
didalami terlebih dahulu.

“Tentu kami akan meneri-
ma semua informasi dan ma-
sukan itu sebagai bahan pen-
ting untuk melakukan lang-
kah-langkah berikutnya dari
penyelidikan ini" tutumya.
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